
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  Pada bab ini akan dijelaskan mengenai definisi dan teori-teori yang berkaitan 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, akan dijelaskan secara 

detail mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dan juga terdapat 

beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi dasar 

dalam mengembangkan pandangan peneliti untuk menentukan hipotesis dalam penelitian. 

A. Landasan Teoritis 

1. Grand Theory 

a. Agency Theory 

Menurut (Jensen & Meckling, 1976:308) hubungan keagenan adalah 

sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (principal) mempekerjakan 

orang lain (agent) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan 

wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi 

menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam 

hubungan antara para pemegang saham sebagai “principal” dan manajer suatu 

perusahaan sebagai “agent”. 

Teori ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri, sehingga dengan adanya perbedaan kepentingan 

tersebut dapat memicu timbulnya kesenjangan informasi antara pemegang saham 

dan manajemen. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak 



berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri (Permana dan Raharja, 

2012:2). Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya atas 

investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan deviden. Manajemen 

menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi / 

insentif / remunerasi yang sebesar-besarnya atas kinerjanya.  

Prinsipal menilai kinerja manajemen berdasarkan kemampuannya 

memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Semakin tinggi 

laba maka agen dianggap memiliki kinerja yang baik sehingga layak mendapat 

insentif yang tinggi. Sedangkan agen pun memenuhi tuntutan principal agar 

mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang 

memadai maka sang agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar 

seolah-olah target tercapai. Oleh karena itu, perlunya pengawasan dilakukan agar 

sesuai dengan ketentuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga 

pekerjaan manajer dapat dipantau. 

Mekanisme pengawasan dalam rangka untuk meyakinkan bahwa 

manajemen bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingannya, pemegang 

saham harus mengeluarkan biaya yang disebut agency cost. Menurut (Sartono, 

2001:15) , agency cost tercermin dalam aktivitas berikut: 

1. Pengeluaran  untuk  pengawasan  seperti  biaya  pemeriksaan  akuntansi  

dan  prosedur pengendalian  internal.   

2. Pengeluaran insentif  sebagai  kompensasi  manajemen  atas  prestasi  yang  

konsisten untuk memaksimumkan nilai perusahaan.  



3. Fidelity bond, yaitu kontrak antara perusahaan dengan pihak ketiga di mana 

pihak ketiga (bonding company) setuju untuk membayar perusahaan jika 

manajemen berbuat tidak jujur sehingga menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan.  

4. Golden Parachutes dan Poison Pill, dapat digunakan untuk mengurangi 

konflik antara manajemen dan pemegang saham. Golden Parachutes adalah 

suatu kontrak antara manajemen dan pemegang saham yang menjamin 

bahwa manajemen akan mendapat kompensasi apabila perusahaan dibeli 

oleh perusahaan lain atau terjadi perubahan pengendalian perusahaan. 

Sedangkan Poison Pill adalah usaha pemegang saham agar perusahaan tidak 

diambil alih oleh perusahaan lain.  

b. Stakeholder Theory 

Teori stakeholder merupakan suatu gagasan bahwa perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan itu sendiri namun 

harus mampu memberikan manfaat bagi para stakeholder. Dengan demikian, 

kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2007:409). 

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen 

perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-

aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi 

stakeholder. 

Definisi stakeholder menurut Freeman, et. al. (2010:26) adalah setiap 

kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 



pencapaian tujuan suatu organisasi. Stakeholder pada dasarnya dapat 

mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian 

sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Mereka juga memiliki hak 

untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang memengaruhi 

mereka. 

Stakeholder dapat dibagi menjadi dua macam berdasarkan 

karakteristiknya yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder (Clarkson, 

1995:106). Stakeholder primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya 

perusahaan tidak dapat bertahan untuk kelangsungan usaha, meliputi: shareholder 

dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang 

didefinisikan sebagai kelompok stakeholder publik, yaitu: pemerintah dan 

komunitas (organisasi lingkungan). Kelompok stakeholder sekunder didefinisikan 

sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka 

tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan, misalnya media massa 

dan masyarakat luas. Dari kedua jenis stakeholder diatas, stakeholder primer 

memiliki pengaruh yang paling besar bagi kelangsungan perusahaan karena 

mempunyai kekuasaan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya 

perusahaan.  

Teori stakeholder umumnya berkaitan dengan cara yang digunakan 

perusahaan untuk menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholders dimana 

hal tersebut tergantung pada strategi yang diadopsi perusahaan. Salah satu strategi 

untuk menjaga hubungan dengan para stakeholders perusahaan adalah dengan 

melaksanakan maupun mengungkapkan CSR. Para pemangku kepentingan 



(stakeholders) memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen 

entitas bisnis untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (Wijaya, 

2014;26). 

Pelaksanaan aktivitas sosial dan pengungkapkan CSR diharapkan 

keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi, sehingga akan menghasilkan 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para stakeholder. Pada 

dasarnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk 

memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat.  

c. Legitimacy Theory 

 Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan suatu individu 

dan kelompok yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik 

maupun nonfisik (Hadi, 2011:87). Menurut Suchman (1995:574) legitimasi 

dianggap sebagai persepsi umum bahwa tindakan yang dilakukan suatu entitas 

merupakan tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan sistem, norma, 

nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Teori legitimasi 

menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus mencoba untuk 

meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan 

norma-norma masyarakat. 

 Teori ini penting bagi suatu perusahaan karena teori ini didasari oleh 

norma-norma, nilai-nilai dan aturan sosial yang membatasi perusahaan agar 

memperhatikan kepentingan sosial (masyarakat) dan dampak dari reaksi sosial 

yang dapat ditimbulkan. Perusahaan harus melaksanakan dan mengungkapkan 



aktivitas CSR semaksimal mungkin agar aktivitas perusahaan dapat diterima oleh 

masyarakat.  

 Praktik dan pengungkapan CSR merupakan langkah manajemen dalam 

menyinkronkan entitas terhadap norma dan nilai sosial lingkungan operasionalnya 

guna mendapatkan reaksi positif dan memperoleh legitimasi, sehingga menjamin 

keberlanjutan usaha (sustainability).  

2. Pengungkapan (Disclosure) 

a. Definisi 

  Menurut Suwardjono (2005:579) mendefinisikan pengungkapan sebagai 

penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk 

laporan keuangan formal. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan dapat 

bersifat pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan informasi 

wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau 

standar tertentu. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas 

manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi 

lainnya yang dipandang relevan dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai 

laporan keuangan tersebut di luar dari apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi 

atau peraturan badan pengawas. 

  Di Indonesia, pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan 

praktik pengungkapan yang wajib dilaksanakan bagi perusahaan karena telah 

diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

pada pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa hal-hal yang harus dimuat dalam laporan 



tahunan perusahaan diantaranya adalah pelaporan pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

b. Tujuan 

  Menurut Suwardjono (2005:580) tujuan pengungkapan secara umum 

adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan 

pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan 

melindungi, informatif, atau melayani kebutuhan khusus.  

  Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan untuk melindungi para pemakai 

laporan dari perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka dalam 

mengungkapkan atau menyajikan informasi yang lengkap dan benar sehingga 

dapat menyesatkan penggunanya. Kemudian tujuan informatif dilandasi gagasan 

bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu 

dimana pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat 

membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Sedangkan 

tujuan kebutuhan khusus merupakan tujuan gabungan dari tujuan perlindungan 

publik dan tujuan informatif bahwa apa yang harus diungkapkan kepada publik 

dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju 

sementara untuk tujuan pengawasan. 

c. Konsep 

  Pada umumnya, ada tiga konsep pengungkapan yang biasa digunakan 

untuk menentukan tingkat pengungkapan. Evans (2003:336) menyebutkan tiga 

konsep tersebut sebagai berikut:   



1) Adequate Disclosure (Pengungkapan yang memadai) 

  Adequate Disclosure merupakan tingkat pengungkapan informasi minimal 

yang harus dipenuhi sehingga ikhtisar-ikhtisar keuangan secara keseluruhan tidak 

menyesatkan dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 

2) Fair Disclosure  (Pengungkapan yang wajar) 

Fair Disclosure menyiratkan tujuan-tujuan etis untuk memberikan 

perlakuan yang sama kepada semua pihak pemakai laporan keuangan. 

Pengungkapan wajar ini terdiri dari pengungkapan wajib ditambah dengan 

informasi lain yang dapat berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan. 

3) Full Disclosure  (Pengungkapan penuh) 

Full Disclosure menyangkut kelengkapan penyajian semua informasi yang 

mengacu pada seluruh informasi yang diberikan oleh perusahaan, baik informasi 

keuangan dan non keuangan, serta informasi wajib dan sukarela. 

3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

a. Definisi CSR 

 Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah: 

“Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to 

economic development while improving the quality of life of the workforce and 

their families as well as of the local community and society at large.” 

 

 Definisi tersebut menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan 

merupakan suatu bentuk tindakan atau komitmen dalam bisnis untuk berperilaku 

etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus 

meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta masyarakat 



sekitar dan masyarakat luas. Hal tersebut  mengindikasikan bahwa adanya 

perubahan pola pikir yang awalnya setiap perusahaan hanya mementingkan laba 

semata, namun saat ini perusahaan turut memperhatikan elemen CSR dan 

akuntabilitas. 

 CSR merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh 

perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau 

lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada (Fauzan, 2011:123). Program 

CSR merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi 

risiko sosial, serta berfungsi untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik. 

Salah satu implementasi program CSR adalah pengembangan atau pemberdayaan 

masyarakat. 

 Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari 

konsep tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 

Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik bagi seluruh organisasi/perusahaan 

agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur 

hubungan seluruh kepentingan stakeholder yang dapat dipenuhi secara 

proporsional.   

 Elkington (1997:70) mengembangkan konsep triple bottom line dalam 

istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice. Melalui 

konsep ini, Elkington mengemukakan bahwa perusahaan yang ingin terus 

menjalankan usahanya harus memperhatikan tiga elemen penting, yaitu: 

 Profit = perusahaan harus menghasilkan keuntungan dan meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 



 People = perusahaan harus memberikan kesejahteraan kepada karyawan 

dan masyarakat. 

 Planet = perusahaan harus berorientasi untuk menjaga kelestarian dan 

meningkatkan kualitas alam serta lingkungan dimana perusahaan tersebut 

beroperasi. 

 Menurut Daniri, (2008:20), terdapat dua hal yang dapat mendorong 

perusahaan melaksanakan CSR yaitu bersifat dari luar perusahaan (external 

drivers) dan dalam perusahaan (internal drivers). Termasuk kategori pendorong 

dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai 

dampak lingkungan (AMDAL). Pendorong dari dalam perusahaan terutama 

bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (stakeholder), 

termasuk tingkat kepedulian atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun 

masyarakat sekitar (community development responsibility). 

 Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan yang 

mengimplementasikan CSR: 

1) Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan 

mendapatkan citra (image) yang positif dari masyarakat luas.  

2) Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap kapital (modal).  

3) Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.  

4) Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang 

kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen 

risiko (risk management). 



b. Konsep CSR 

 Menurut Carroll (1991:4) konsep CSR memuat komponen-komponen 

sebagai berikut: 

1) Economic Responsibilities 

 Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam aspek ekonomi yaitu 

keberadaaan perusahaan didasarkan pada tujuan untuk menjaga 

keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dan meningkatkan 

kesejahteraan bagi para pemegang saham. Selain itu, perusahaan juga 

bertanggungjawab kepada kreditur yaitu menjamin bahwa perusahaan dapat 

mengembalikan pinjaman dan bunga yang mengikat perusahaan. Tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam aspek ekonomi mendominasi pelaksanaan 

tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder. Hal ini dikarenakan 

tanggung jawab ekonomi merupakan prasyarat agar dapat melaksanakan 

tanggung jawab yang lain yaitu tanggung jawab legal, etis, dan kemitraan. 

2) Legal Responsibilities 

 Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban untuk 

memenuhi peraturan yang berlaku dan operasional perusahaan dilakukan 

sesuai dengan kaidah peraturan perundangan. 

3) Ethical Responsibilities 

 Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyesuaikan aktivitas 

operasional yang dilakukan dengan norma sosial dan etika yang berlaku. 

Tanggung jawab etis bertujuan untuk memenuhi standar, norma, dan 

pengharapan stakeholder terhadap perusahaan. 



4) Philanthropic Responsibilities 

 Perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada pemegang saham 

tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan fisik sekitar perusahaan. 

Perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya berupa pemberian 

sejumlah fasilitas dan dana, tetapi juga adanya tanggung jawab perusahaan 

untuk memupuk kemandirian masyarakat sekitar seperti perbaikan secara 

mikro dan makrososial terhadap masyarakat sekitar tempat perusahaan 

beroperasi. Perusahaan merupakan pihak yang memperoleh keuntungan dari 

adanya pemanfaatan terhadap suatu sumber daya, sedangkan masyarakat 

merupakan pihak yang menanggung akibat negatif dari pemanfaatan sumber 

daya tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mengembalikan sebagian 

keuntungan yang diperoleh untuk kesejahteraan masyarakat, perbaikan 

kerusakan yang ditimbulkan, dan lain-lain. 

c. Prinsip CSR 

 Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dalam 

pembuatan keputusan dan kegiatan CSR menurut ISO 26000: Guidance 

Standard on Social Responsibility, meliputi: 

1) Akuntabilitas, dimana suatu organisasi yang bersangkutan melakukan segala 

sesuatu dengan benar 

2) Transparansi, dimana suatu organisasi harus menyatakan secara transparan 

seluruh keputusan dan aktivitas yang memiliki dampak bagi masyarakat dan 

lingkungan. 



3) Perilaku yang beretika, dimana suatu organisasi harus berperilaku etis 

sepanjang waktu dengan menegakan kejujuran, kesetaraan, dan integritas. 

4) Penghormatan pada kepentingan stakeholders, dimana suatu organisasi harus 

menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh stakeholder-nya.  

5) Kepatuhan pada hukum, dimana suatu organisasi wajib patuh kepada hukum. 

Organisasi yang bersangkutan harus patuh pada semua regulasi dan 

memastikan bahwa seluruh aktivitas sudah sesuai dengan aturan. 

6) Penghormatan pada instrument/badan internasional, dimana suatu organisasi 

harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internaisonal. 

7) Penghormatan terhadap dasar-dasar HAM, dimana setiap organisasi harus 

menghormati hak asasi manusia dan mengakui betapa pentingnya HAM, serta 

sifatnya yang universal.  

4. Pengungkapan CSR 

a. Definisi 

 Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses 

komunikasi publik perusahaan atas peran mereka dalam mengelola lingkungan, 

sosial dan ekonomi masyarakat berkaitan dengan bisnis inti perusahaan (Sukanto 

& Widaryanti, 2014:35). 

 Pengungkapan CSR perusahaan dapat digambarkan sebagai ketersediaan 

informasi keuangan dan non-keuangan yang meliputi manfaat sosial dan biaya 

sosial berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungannya. Penyediaan 

informasi yang luas dalam laporan keuangan merupakan keharusan yang 



disebabkan adanya permintaan berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

informasi tersebut. 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menyatakan 

bahwa  pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan 

yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan 

mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja 

organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai 

ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. 

Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang 

menempatkan isu, tantangan dan peluang pembangunan berkelanjutan yang 

membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya. 

b. Pedoman GRI 

 GRI (Global Reporting Intiative) merupakan sebuah jaringan berbasis 

organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak 

menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-

menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. GRI telah 

menerbitkan pedoman-pedoman sustainability reporting atau pelaporan 

berkelanjutan sejak tahun 2000. Sustainability reporting merupakan praktik 

pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada stakeholder internal 

dan eksternal perusahaan terkait dengan kinerja pencapaian tujuan 

keberlangsungan perusahaan (Yuliana, dkk. 2008:251). 



 Saat ini standar GRI versi terbaru yang banyak digunakan yaitu G4. GRI-

G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan untuk mendukung pendekatan yang 

terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan 

konsistensi sehingga informasi yang disampaikan dapat digunakan sebaik-baiknya 

dan dapat dipercaya oleh masyarakat. 

Fokus pengungkapan GRI terdiri dari tiga jenis yang terbagi dalam beberapa 

aspek, antara lain: 

(1) Indikator Kinerja Ekonomi 

 Aspek Kinerja Ekonomi 

 Aspek Keberadaan di Pasar 

 Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

 Aspek Praktik Pengadaan 

(2) Indikator Kinerja Lingkungan 

 Aspek Bahan 

 Aspek Energi 

 Aspek Air 

 Aspek Keberagaman Hayati 

 Aspek Emisi 

 Aspek Efluen dan Limbah 

 Aspek Produk dan Jasa 

 Aspek Kepatuhan 

 Aspek Transportasi 

 Aspek Lain-lain 



 Aspek Asesmen Pemasok atas Lingkungan 

 Aspek Pengaduan Masalah Lingkungan 

(3) Indikator Kinerja Sosial 

a) Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja  

 Aspek Kepegawaian 

 Aspek Hubungan Industrial 

 Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

 Aspek Pelatihan dan Pendidikan 

 Aspek Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 

 Aspek Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki 

 Aspek Asesmen Pemasok atas Praktek Ketenagakerjaan 

 Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan 

b) Hak Asasi Manusia 

 Aspek Investasi 

 Aspek Non-diskriminasi 

 Aspek Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama 

 Aspek Pekerja Anak 

 Aspek Pekerja Paksa atau Wajib Kerja 

 Aspek Praktik Pengamanan 

 Aspek Hak Adat 

 Aspek Asesmen Pemasok atas Hak Asasi Manusia 

 Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia 

c) Masyarakat 



 Aspek Masyarakat Lokal 

 Aspek Anti Korupsi 

 Aspek Kebijakan Publik 

 Aspek Anti Persaingan 

 Aspek Kepatuhan 

 Aspek Asesmen Pemasok atas Dampak pada Masyarakat 

 Aspek Mekanisme Pengaduan Dampak terhadap Masyarakat 

d) Tanggung jawab Produk 

 Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 

 Aspek Pelabelan Produk dan Jasa 

 Aspek Komunikasi Pemasaran 

 Aspek Privasi Pelanggan 

 Aspek Kepatuhan 

 Item pengungkapan CSR menggunakan indikator yang dikeluarkan oleh 

Global Reporting Initiatives (GRI) yang berjumlah 91 item dimana merupakan 

standar yang digunakan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia. 

5. Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

a. Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam melestarikan 

lingkungan dan mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara 

manusia dan lingkungan hidup serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya 

secara bijaksana (Rochayatun, 2016:64). Pemerintah telah mengatur kebijakan 



tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup pasal 12 yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya 

alam harus dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (RPPLH) yaitu berdasarkan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup yang diatur oleh Pemerintah. 

Untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan, Kementrian Lingkungan 

Hidup (KLH) menggunakan peringkat yang dilakukan dalam Program Penilaian 

Peringkat Pengelolaan Lingkungan pada Perusahaan (PROPER). PROPER 

merupakan instrumen untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan 

peraturan yang berlaku (Rakhiemah dan Agustia, 2009:4). PROPER diumumkan 

secara annual kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan 

memperoleh imbal balik atas reputasinya yang bersifat negatif atau positif, 

tergantung kepada tingkat ketaatannya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 

pasal 9, peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi lima warna, yaitu:  

1) Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang dengan sengaja 

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau 

tidak melaksanakan sanksi administrasi. 

2) Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 



3) Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah melakukan 

upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

4) Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah melakukan 

pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan 

(beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, 

pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya 

pemberdayaan masyarakat dengan baik. 

5) Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah secara 

konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) 

dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan 

bertanggung jawab terhadap masyarakat. 

Penilaian PROPER mengacu pada kriteria ketaatan lingkungan yang 

ditetapkan dalam peraturan pemerintah meliputi: dokumen lingkungan atau izin 

lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, serta 

pengelolaan limbah B3. Ketentuan ini bersifat wajib dipenuhi. Sedangkan untuk 

kriteria penilaian aspek yang lebih dari yang dipersyaratkan terdiri dari: 

 sistem manajemen lingkungan 

 pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas: efisiensi energy; pengurangan 

dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; reduce, reuse, dan 

recycle (3R) limbah padat non bahan berbahaya dan beracun; pengurangan 

pencemar udara; konservasi  dan penurunan beban pencemaran air; dan 

perlindungan keanekaragaman hayati. 



 pemberdayaan masyarakat 

 penyusunan dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan. 

b. Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi atau badan usaha. Pemegang saham institusional juga memiliki 

opportunity, resources, dan expertise untuk menganalisis kinerja dan tindakan 

manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk 

membangun reputasi perusahaan. Pemegang saham institusional biasanya 

berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan 

institusi lain yang mempunyai kecenderungan untuk berinvestasi dalam rangka 

mendapatkan keuntungan (Karima, 2014:226). 

 Salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan 

meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk mengawasi agen. 

Dengan tingginya kepemilikan institusional maka semakin besar pula pengawasan 

yang diberikan pada pihak manajemen.  

c. Kepemilikan Saham Publik 

 Perusahaan go-public dan telah terdaftar dalam BEI adalah perusahaan-

perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik, yang artinya 

bahwa semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui 

oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham. Kepemilikan saham oleh 

publik yang dimaksud adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian 

publik yang dimaksud adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak 

memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.  



 Menurut Rahayu (2015:21), semakin besar proporsi kepemilikan saham 

public maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang 

perusahaan, sehingga banyak pula butir-butir informasi yang diungkapkan dalam 

laporan tahunan. Hal tersebut dikarenakan investor ingin memperoleh informasi 

seluas-luasnya tentang tempat mereka berinvestasi serta dapat mengawasi 

kegiatan manajemen.  

d. Leverage 

 Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (source of funds) oleh 

perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2008:257). 

Leverage menjelaskan seberapa besar rasio antara total kewajiban dengan total 

modal perusahaan.  

 Menurut Sawir (2005:13) rasio leverage mengukur tingkat solvabilitas 

suatu perusahaan dimana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi segala kewajiban finansialnya (baik utang jangka panjang maupun 

utang jangka pendek) jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio-rasio leverage 

yang umum digunakan adalah: 

 Rasio utang (Debt Ratio) 

 Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan 

seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya, semakin 

besar risiko keuangannya bagi kreditor maupun pemegang saham. 

Debt Ratio =
Total Debt

Total Assets
 



 Rasio utang terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio) 

 Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam 

pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah 

DER perusahaan, semakin bagus kondisi perusahaan tersebut. Para analis 

menilai, tingkat DER yang aman adalah kurang dari 50%. 

DER =
Total Debt

Total Equity
 

 Rasio laba terhadap beban bunga (Time Interest Earned) 

 Rasio ini disebut juga rasio penutupan (Coverage Ratio), mengukur 

kemampuan pemenuhan kewajiban Bungan tahunana dengan laba operasi 

(EBIT), sejauh mana laba operasi boleh turun tanpa menyebabkan kegagalan 

dalam pemenuhan kewajiban membayar bunga pinjaman. Nilai times interest 

earned yang semakin besar akan semakin bagus karena EBIT yang dimiliki 

perusahaan lebih besar nilainya daripada beban bunga yang harus dibayar, 

sehingga perusahaan telah mampu menutupi beban bunga dengan EBIT yang 

dimilikinya. 

TIE =
Earning Before Interest and Taxes

Interest Charge
 

 Rasio penutupan beban tetap (Fixed Charge Coverage) 

 Rasio ini mirip dengan rasio TIE, namun rasio ini lebih lengkap karena 

dalam rasio ini diperhitungkan kewajiban perusahaan seandainya perusahaan 

melakukan leasing (sewa beli) aktiva dan memperoleh utang jangka panjang 



berdasarkan kontrak sewa beli. Nilai fixed charge coverage yang semakin 

besar akan semakin bagus, dalam arti, income before tax yang dimiliki 

perusahaan lebih besar nilainya daripada beban bunga yang harus dibayar. 

Fixed Charge Coverage =
Income Before Taxes + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 + 𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Interest Charge + 𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

e. Ukuran Perusahaan 

 Menurut Riyanto (2001:299) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (Firm 

Size) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukan pada total 

aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva. Sedangkan ukuran 

perusahaan menurut Sartono (2010:249) didefinisikan sebagai berikut:  

“Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah memperoleh 

modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan 

akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar” 

  

 UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 

kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. 

Ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total 

penjualan tahunan perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut: 

1) Kriteria Usaha Makro adalah sebagai berikut:  

 Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah).    

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 



 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua 

milyar lima ratus juta rupiah).  

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:  

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).  

4) Kriteria Usaha Besar adalah sebagai berikut:  

 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

 Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,- (lima 

puluh milyar rupiah). 

f. Pertumbuhan Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan (growth) merupakan salah satu pertimbangan 

para investor dalam menanamkan investasinya. dimana pertumbuhan dapat 

menunjukan peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang diharapkan oleh para 

stakeholders akan memberikan laba yang tinggi atau laba yang persisten di masa 



depan. Rasio pertumbuhan perusahaan menunjukan seberapa baik kinerja 

perusahaan dalam kegiatan perekonomian. 

 Pertumbuhan perusahaan (Growth) diukur dengan pertumbuhan penjualan 

perusahaan yang mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa 

lalu dan dapat dijadikan prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. 

Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing 

perusahaan dalam suatu industri. Menurut Lomboan, dkk. (2016:29) laju 

pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan 

mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan-kesempatan pada 

masa yang akan datang. 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti : Virgiwan Aditya Permana, Raharja (2012) 

Judul Penelitian : Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

Di BEI  

Variabel Penelitian : Kinerja Lingkungan, Size, Profitabilitas, Profile, Ukuran 

Dewan Komisaris dan Leverage 

Metode Analisis : Analisis regresi berganda 

Hasil Penelitian : Kinerja Lingkungan, size, profitabilitas, profile, berpengaruh 

positif terhadap CSR Disclosure. Sedangkan ukuran dewan 

komisaris dan leverage tidak berpengaruh terhadap CSR 

disclosure 

 



Nama Peneliti :  Dwi Oktalia (2014) 

Judul Penelitian : Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Profitabilitas Terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure Dalam Laporan 

Tahunan  Perusahaan 

Variabel Penelitian : Kinerja Lingkungan dan Profitabilitas 

Metode Analisis : Analisis Deskriptif, Analisis Induktif, Uji Asumsi Klasik 

(Normalitas, Autokorelasi, Heterokedastisitas, 

Multikolinearitas), Analisis Regresi Linier Berganda, Uji 

Model, Uji t-Test (Hipotesis). 

Hasil Penelitian : Kinerja lingkungan dan profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap corporate social responsibility disclosure 

dalam annual report. 

 

Nama Peneliti : Naila Karima (2014) 

Judul Penelitian : Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 

Variabel Penelitian : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan 

Kepemilikan Asing. 

Metode Analisis : Uji Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian : kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR, sedangkan Kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. 

 

Nama Peneliti :  Dra. Nurainun Bangun, Juwita Octavia, Krisnawati Br 

Tarigan (2012) 

Judul Penelitian : Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR pada 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 



Variabel Penelitian : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan 

Profitabilitas 

Metode Analisis : Uji Asumsi Klasik (Multikolinearitas dan Autokorelasi), Uji 

Hipotesis, Uji t, Uji F, Uji Korelasi, dan Uji Koefisien 

Determinasi. 

Hasil Penelitian : Kepemilikan manajerial pengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan institusional dan 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. 

 

Nama Peneliti :  Christa Evandini dan Darsono (2014) 

Judul Penelitian : Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. 

Variabel Penelitian : Profitabilitas, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Saham oleh Publik, Leverage, Pertumbuhan 

Perusahaan. 

Metode Analisis : Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Normalitas, 

Heretokedasitas, Multikolonieritas, Autokorelasi) 

Hasil Penelitian : Profitabilitas, Kepemilikan Saham Publik dan Pertumbuhan 

Perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

CSR sedangkan ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, 

leverage mempengaruhi pengungkapan CSR. 

 

Nama Peneliti :  Puji Rahayu (2015) 

Judul Penelitian : Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas Dan 

Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Pada Perusahaan Property Dan Real Estate 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013 

Variabel Penelitian : Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas, Pengungkapan 



Media, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. 

Metode Analisis : Analisis Statistik Deskriptif, Analisis Statistik Inferensial, Uji 

Asumsi Klasik (uji normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, glejser), Analisis Regresi Linier 

Berganda, Uji Hipotesis (uji t, uji koefisien determinasi) 

Hasil Penelitian : Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap  

pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan 

profitabilitas dan pengungkapan media tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

 

Nama Peneliti :  Nurina Ayu Paramitha (2016) 

Judul Penelitian : Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Komisaris, Profitabilitas, 

Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibilty 

Variabel Penelitian : Ukuran Perusahaan (Size), Profil Perusahaan (Profile), 

Probitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris 

Metode Analisis : Uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis 

Hasil Penelitian : Size, profil perusahaan, dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR sedangkan profitabilitas, 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 

 

Nama Peneliti :  Agus Purwanto (2011) 

Judul Penelitian : Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Terhadap Corporate Social Responsibility 

Variabel Penelitian : Tipe Industri, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas 

Metode Analisis : Analisis Deskriptif, Uji Hipotesis 

Hasil Penelitian : tipe industri, ukuran perusahaan, berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. 



 

Nama Peneliti :  Ni Wayan Oktariani dan Ni Putu Sri Harta Mimba (2014) 

Judul Penelitian : Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Tanggung Jawab 

Lingkungan Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 

Variabel Penelitian : Hutang (Leverage), Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Saham Asing, Komposisi Dewan Komisaris, 

Tanggung jawab lingkungan 

Metode Analisis : Analisis Regresi Linier Berganda (SPSS) 

Hasil Penelitian : Hutang, profitabilitas, berpengaruh negatif dan signifikan 

pada pengungkapan CSR. Sedangkan ukuran perusahaan, 

kepemilikan saham asing, komposisi dewan komisaris tidak 

berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR. Kemudian 

variabel tanggung jawab lingkungan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR. 

 

Nama Peneliti :  Siti Munsaidah, Rita Andini, Agus Supriyanto (2016) 

Judul Penelitian : Analisis Pengaruh Firm Size, Age, Profitabilitas, Leverage, 

Dan Growth Perusahaan Terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR) Pada Perusahaan  Property Dan Real 

Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 

2010-2014 

Variabel Penelitian : Ukuran Perusahaan (Firm Size), Umur (age), Profitabilitas, 

Leverage, Pertumbuhan Perusahaan (growth) 

Metode Analisis : Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Normalitas, 

Autokorelasi, Multikolinearitas, Heterokedastisitas), Uji 

Hipotesis 

Hasil Penelitian : Ukuran perusahaan (firm size) dan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif terhadap CSR, sedangkan variabel umur 

(age) berpengaruh tidak signifikan. Variabel profitabilitas dan 



leverage berpengaruh terhadap CSR. 

 

Nama Peneliti :  Ardi Manuel Lomboan, Jullie J. Sondakh, Winston Pontoh 

(2016) 

Judul Penelitian : Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth, Size Terhadap 

Harga Saham Dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar  Di Bursa Efek Indonesia 

Variabel Penelitian : Profitabilitas, Leverage, Growth, Ukuran Perusahaan (Size), 

Harga Saham, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Metode Analisis : Uji Koefisien Determinasi, Uji Simultan (uji F), Uji Parsial 

(uji t) 

Hasil Penelitian : Profitabilitas dan growth tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sedangkan 

leverage dan size berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu 

profitabilitas, leverage, dan size berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham sedangkan growth tidak berpengaruh  

signifikan terhadap harga saham. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini dilakukan untuk meneliti beberapa faktor yang diperkirakan 

mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu kinerja 

lingkungan, kepemilikan institusi, kepemilikan saham publik, leverage, dan ukuran 

perusahaan serta pertumbuhan perusahaan. 

1. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan CSR 

 Kinerja lingkungan dipengaruhi oleh sejauh mana tindakan proaktif 

terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh berbagai organisasi atau 



perusahaan. Semakin besar peran perusahaan dalam kegiatan lingkungannya, 

maka semakin banyak pula informasi mengenai kinerja lingkungan yang harus 

diungkapkan oleh manajemen dalam laporan tahunan. Hal tersebut dapat menjadi 

langkah untuk mewujudkan transparansi dari perusahaan serta dapat menunjukkan 

bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan terhadap 

masyarakat dan lingkungan sekitar. Masyarakat juga dapat mengetahui seberapa 

besar andil perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat sekitarnya.  

 Menurut Suratno, dkk. (2006:126) mengatakan bahwa pelaku lingkungan 

yang baik percaya bahwa dengan mengungkapkan performance mereka berarti 

menggambarkan good news bagi pelaku pasar. Oleh  karena  itu,  perusahaan 

dengan  environmental  performance  yang  baik  perlu  mengungkapkan 

informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang lebih baik dibandingkan 

perusahaan dengan environmental performance yang lebih buruk. 

 Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Permana dan 

Raharja (2012:7) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Hal itu mengindikasikan perusahaan yang mengikuti 

PROPER tentu akan mengungkapkan CSR disclosure yang lebih tinggi, sebab 

perusahaan akan lebih memperhatikan lingkungan dan membahasnya di laporan 

keuangan sebagai suatu keberhasilan dan kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan. Namun sebaliknya penelitian Oktalia (2014:21) menghasilkan bahwa 

kinerja lingkungan yang diukur dengan PROPER tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. 



2. Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Pengungkapan CSR 

  Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup 

besar karena memiliki pendanaan yang besar. Semakin besar kepemilikan 

institusional, maka semakin besar tekanan terhadap manajemen untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkat kepemilikan 

institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk 

memonitor kinerja manajemen sehingga dapat menghalangi perilaku 

opportunistic manajer.  

  Hasil penelitian Karima (2014:226) menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada 

perusahaan go public yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Hal ini disebabkan 

besarnya kepemilikan institusional merupakan entitas perbankan, asuransi, dana 

pensiun, reksa dana, dan intitusi lain yang mempunyai kecenderungan untuk 

berinvestasi dalam rangka mendapatkan keuntungan, sehingga tingkat 

kepemilikan intitusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih 

besar untuk menghalangi perilaku opportunistic manajer tidak dapat berjalan 

optimal. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bangun, dkk (2012:730) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

3. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan CSR 

 Kepemilikan saham publik memiliki pengaruh yang cukup signifikan 

dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan perusahaan. Masyarakat selaku salah 

satu investor bagi perusahaan memiliki kekuatan dan pengalaman untuk 



melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka akan 

menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi dan mengungkapkan seluruh 

informasi mengenai aktivitas secara transparan.  

 Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik maka semakin tinggi 

pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan. Hal itu dapat mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan 

yang dapat menarik para investor dan mendapat legitimasi atau kepercayaan dari 

masyarakat. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan CSR. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik yang relatif besar akan 

mendorong meningkatnya pengungkapan informasi aktivitas tanggung jawab 

sosial (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan. 

 Sejalan dengan hasil penelitian Rahayu (2015:68) bahwa kepemilikan 

saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Namun berbeda dengan Evandini dan Darsono (2014:8) yang melakukan 

penelitian mengenai kepemilikan saham publik menyatakan hasil penelitiannya 

bahwa perusahaan dengan adanya kepemilikan saham publik tidak 

mengungkapkan CSR yang lebih luas yang berarti kepemilikan saham publik 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

4. Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan CSR 

 Semakin tinggi rasio leverage maka semakin besar pula kewajiban 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Salah 

satu caranya adalah dengan menyediakan informasi secara lebih lengkap untuk 



menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak 

mereka. Pentingnya tambahan informasi khususnya pengungkapan mengenai 

kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) yang menunjukkan bahwa entitas memiliki 

peluang untuk tetap bertahan (going concern).  

 Pandangan diatas sejalan dengan penelitian mengenai pengaruh leverage 

terhadap pengungkapan CSR dilakukan oleh Evandini dan Darsono (2014:8) yang 

menemukan bahwa leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas 

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki leverage yang lebih besar akan cenderung memberikan pengungkapan 

sosial yang lebih luas. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Paramitha 

(2016:14) bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR 

 Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal 

tersebut berkaitan dengan teori legitimasi bahwa perusahaan dengan ukuran yang 

lebih besar melakukan aktivitas operasional yang lebih banyak sehingga memiliki 

pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, semakin 

besarnya ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula kemampuan 

perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya dimana 

suatu aktivitas CSR cenderung membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Pengeluaran biaya tersebut akan berdampak kepada kebijakan manajemen dalam 

mengungkapkan informasi secara luas mengenai aspek sosial dan lingkungan. 



 Hal tersebut juga berkaitan dengan teori agensi dimana perusahaan besar 

cenderung mempunyai biaya keagenan yang besar akan mengungkapkan 

informasi lebih banyak agar dapat mengurangi biaya keagenan tersebut. 

Banyaknya informasi yang dipegang oleh calon investor akan mengakibatkan 

semakin kecilnya tingkat ketidakpastian yang ditanggung calon investor mengenai 

masa depan perusahaan emiten.  

  Menurut penelitian yang dilakukan oleh Evandini dan Darsono (2014:8) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. Penelitian Oktariani dan Mimba (2014:411) menunjukkan 

hasil yang berbeda dimana size tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. 

6. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR 

 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan lebih disorot 

oleh publik sehingga cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi 

tanggung jawab sosialnya (CSR). Hal itu disebabkan oleh informasi tanggung 

jawab sosial akan membuat perusahaan tersebut memperoleh respon positif dari 

publik dan para stakeholders yang akan memicu pertumbuhan perusahaan. Jika 

suatu perusahaan memiliki pertumbuhan yang baik maka perusahaan akan terlihat 

lebih unggul dan mampu menghadapi persaingan di masa depan.  

 Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah, 

dkk (2016:10) bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR. 

Sedangkan penelitian dilakukan oleh Lomboan, dkk. (2014:35) menyatakan 



bahwa pertumbuhan perusahaan mempunyai tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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D. Hipotesis 

Ha1 : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Ha2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Ha3 : Kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Ha4 : Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Ha5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Ha6 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 
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